PRESICEMN
REPUBLIK INDCNESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA TAHUN 2011 - 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memlokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan
Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh

komponen masyarakat, bangsa. dan negara Indonesia. dengan ini menginstruksikan:

Kepada . Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu [[;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
&  Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota;
Untuk:
PERTAMA @ Mengambil langkah-langkah vang diperlukan sesuai ugas, fungsi, dan

kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan  Jakstranas

P4GN Tahun 2011 - 2013, yang meliputi bidang:

l. Pencegahan ...
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1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masvarakat;
3. Rehabiliasi: dan
4. Pemberantasan,
KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

L

www.bphn.go.id

Bidang Pencegahan, memfokuskan pada:

a. Upaya menjadikan  siswa/pelajar  pendidikan menengah  dan
mahasiswa memiliki pola pikir. sikap, dan terampil menolak
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba:

b. Upava menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan
terampil menolak penyvalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,

Bidang Pemberdayaan Masvarakat, memfokuskan pada:

a. Upava menciptakan lingkungan  pendidikan menengah dan
kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin:

b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan
heroin:

¢. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-
dacrah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan
penanaman ganja.

Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada:

a. Upaya mengintensitkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika:

b. Upaya ...
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d.
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Upaya memberikan pelavanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba:

Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah
penvalahgunaan narkoba;

Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penvalahguna, korban

penyalahgunaan. dan pecandu narkoba,

Bidang Pemberantasan, memiokuskan pada:
g P

d,

d.

Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi,
penggunaan (end user), ekspor, dan re-ckspor bahan kimia
prekusor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka vang
melakukan penyimpangan;

Upaya  pengungkapan  pabrikan  gelap  narkoba  dan/atau
laboratorium rumahan dan jaringan sindikat vang terlibat;

Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang vang
berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras
sesuai peraturan perundang-undangan:

Upava penyelidikan dan penyidikan. penuntutan, dan peradilan
Jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara
sinergi;

Upaya penindakan vang tegas dan keras terhadap aparat penegak
hukum dan aparat pemerintah lainnya vang terlibat jaringan
sindikat narkoba:

Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk

menghindari Kesenjangan di lapangan;

g. Upaya ...
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g. Upava kega sama dengan aparat penegak hukum tingkat

internasional.

Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab
di lingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 2015 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini,

Para Gubernur:

I. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana
Aksl Tahun 2011 - 2015 di tingkat Provinsi scbagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA:

-3

Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan

Narkotika Nasional.

Para Bupati/ Walikota:

. Dalam waktws 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana
Aksi Tahun 2011 - 2015 di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA:

=

Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan

Markotika Nasional,

Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pemantauan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan Jakstranas PAGN Tahun 2011 — 2015

dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh

tanggung jawab,

Instruksi ...
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tangeal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Potiuk, Hukum,

T
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RENCANA AKS| NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 - 2015

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TANGGAL

: 12 Tahun 2011
127 Juni 2011

NO

1.

A. BIDANG PENCEGAHAN

 PELAKSANA

 INDIKATOR

2011 | 2012 | 2013 | ‘2014 | 2015 |
Para SiswalPelajar | Memberikan penyuluhan dan penerangan Kemendiknas Meningkatnya
pendidikan me- kepada para Siswa/Pelgjar pendidikan Kemena jumlah Siswa/
nengah tidak me- | menengah yang rentan dan beresiko tinggi J Pelajar pendi-
+10% | +20% | +30% | +40% | +50% Komisi dikan menengah

nyalahgunakan
narkoba dan
terlibat peredaran
gelap narkoba.
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dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba.

Perlindungan Anak
Indenesia

Badan Kependu-
dukan dan
Keluarga
Berencana

menolak narkoba.




Nasfonal

Badan Markotika
Mastonal

Mahasiswa
menyalah-

Para
tidak

gunakan narkeba |

dan terlibat
edaran
narkoba.

per-
gelap

Membenluk dan meningkatkan K dik :
ketrampilan  kader anti nparkoba di SRR _Menrngkaln}ra 3
kalangan para SiswalPelajar pendidikan Kemenag Jﬁ'ﬂﬁﬁqer Ant
menengah yang lingkungannya rentan dan ; F
beresik?:} t't:ggfgdar? per?yalaﬁgunaan dan | Wi (P00 RS A | ¥0 cadan Narkotka | kalangan para
peredaran gelap narkoba. RESEE Siswa/Pelaar
pendidikan
menengah,
Memberkan penyuluhan dan penerangan e —
kepada para Mahasiswa yang rentan dan Kemendiknas Menlngkatnya
beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan Kemenag lsl;;':llah Mal;a};
a menola
peredaran gelap narkoba. +10% | +20% | +30% | +40% | +650% Badan Kependu- Raikabi
dukan dan
Keluarga
Berencana

Badan Narkotika
Masianal

www.bphn.go.id



Membentuk dan meningkatkan ketram-

pilan kader anti narkoba di kalangan
Mahasiswa yang lingkungannya rentan
dan beresiko tinggl dari penyalahgunaan

- Kemendiknas
- Kemenag

- Badan Markotika
Masional

Meningkatnya

jumiah Kader Anti
Narkoba di ka-
langan para Ma-

dan peredaran gelap narkoba. +10% | +20% | +30% | +40% | +50% hasiswa.
Para PEKEMa | \emberikan penyuluhan dan penerangan '
swasta/wiraswasta b e Sl = Nomenakerrans. [ Menngkaina
htid kepada para pekerja di perusahaan atau K BUMN Jumlah Pekerja di
Jouruh tidak Me- | jnstansi swasta yang rentan dan beresiko | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | Femen perusahaan atau
nyalahgunakan finggi dari penyalahgunaan dan peredaran - Badan Narkotika | instansi swasta
narkoba dan fer- | ooy narkoba Nasional
st eredaen e gelap narkoba. menolak narkaba.
lap narkoba. Membentuk dan meningkatkan ketram- Meningkatnya
pilan Kader Anti Narkoba di instansi - Kemenakertrans | 5 ook kader Anti
swasta/wiraswasta yang lingkungannya 4 F - Kemen BUMN Narkoba di ling-
rentan  dan  beresiko  finggi  dari | 0% | #20% | +50% | +404 | 0% - Badan Narkofika | kungan perusa-
penyalahgunaan dan peredaran gelap Nasioral haan atau ins-
lansi swasta.
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narkoba.
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Memberikan penyuluhan dan penerangan Seluruh
lembaga Negaral | kepada pegawai negeri yang rentan dan Kementeriandan | jumlah Pegawai
pemerintah | tidak I:sere_si_kc- tinggi .dan' penyalahgunaan dan +10% (+20% | +30% | +40%. | +80% Lembaga ' ]Negeri rneeialak
menyalahgunakan | peredaran gelap narkoba. Pemerintah narkoba.
narkoba dan ter-
libat  peredaran | Membentuk dan meningkatkan ; Meningkatnya
gelap narkaba. ketrampilan kader anti narkoba di instansi ) Seluruh , jumlah Kader Anti

pemerintah yang lingkungannya rentan | +10% | +20% | +30% | +40% | +50 % Kementenan e Narkoba di ling-

dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan Lembaga kungan Instansi

dan peredaran gelap narkoba. l e Pemerintah.

www.bphn.go.id
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Lingkungan pen- Melakukan test narkoba Meningkatnya
didikan menengah | dimulai dari  pendidikan jumiah
bebas dari penya- menengah yang rentan . pendidikan
lahgunaan danpe- |dan  beresiko  linggi 6 12 12 12 12 i ﬁigf;;;dramuhka menengah
redaran gelap nar- | terhadap  penyalahgunan hebas
koba terutama dan peredaran gelap narkoba.
Ganja, Shabu, narkoba. I N . B -
Ekstasi, dan Heroin. | Memberikan  pelayanan

rehabilitasi  medis  dan

rehabilitasi  sosial  bagi - Kemenkes

pelajar  pendidikan  me- - Kemensos

nengah yang terlibat 8 B 12 L fe - Badan Narkotika

sebagal  penyalahguna, Nasional

korban penyalahgunaan,

dan_pecandu narkoba.

Mengungkap jaringan

sindikat narkoba yang - Palri

mengakibatkan  pelajar 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % - Badan Narkolika

pendidikan menengah Nasional

terlibat sebagai penya- Il N L B
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penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba.

Lingkungan kampus
bebas dari penya-
’\ahgunaan dan pere-

Melakukan test narkoba
dimulai dari kampus yang
rentan dan beresike tingg

Badan Narkotika
Masional

tjaran gelap narkoba | terhadap penyalahgunan 12 12 12 12

erutama Ganja, | dan  peredaran  gelap

Shabu, Ekstasi, | narkoba.

Heroin.
Memberikan  pelayanan Kemenkes
rehabilitasi  medis dan Kemensos
rehabilitasi  sosial  bagi Badan Markaotika
Mahasiswa yang terlibat 12 12 12 12 Masional

sebagai  penyalahguna,
korban penyalahgunaan,
dan pecandu narkoba.

Meningkatnya
jumlah  Kam-
pus bebas nar-
koba,

www.bphn.go.id




:.Mengunﬁ.fcap ja-ringan 5in-

dikat narkoba  yang
mengakibatkan ~ Maha-

Badan Narkotika
Masional

siswa ferlibat sebagai 20 % 30 % 40 % 50 %

penyalahguna, korban

penyalahgunaan, dan pe-

candu narkoba. .

3. |Lingkungan kerja | Melakukan test narkoba Badan Narkotika Meninakatn a_
bebas dari penyalah- | dimulai dari lingkungan Nasional 'umlahg r!r’ ]
gunaan dan pere- kerja yang renfan dan 12 12 12 12 jk k'”?
daran gelap narkoba | beresiko tinggi terhadap huggzn na?kr:}ja
terutama Ganja, | penyalahgunanan  dan bz -
ohabu, Ekstasi, dan | peredaran gelap narkoba. )

Heroin. Memberikan  pelayanan Kemenkes
rehabilitasi  medis  dan Kemensos
rehabilitasi  sosial bagi 12 12 12 12 Badan Narkotika
pekerja atau pegawai Nasional

yang teribat  sebagai
penyalahguna,  korban
penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba,

www.bphn.go.id
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i ;’Secara
asyarakat

bertahap
pena-

am ganja tidak lagi

ENEnam

ganja,

amun telah berubah
e mata pencaharian
ain sebagai alternatif
engganti cara hidup

ang lama.

tercapainya hasil  yang
ditetapkan,

Mengungkap jaringan

sindikat narkoba yang

mengakibatkan  pekerja Paolri

atau  pegawal  lerlibat 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Badan Narkotika

sebagai  penyalahguna, Nasional |

korban penyalahgunaan,

dan pecandu narkoba

Melakukan evaluasi se- Meningkatnya
cara  periodik  atau ' jumlah pe-
insidentil terhadap G 12 12 12 12 Ciadan banglika nanam ganja
program  yang  sedang Nasionl yang telah me-
_b_eriarjgsur?g. i N ninggalkan ca-
Mensinergikan  program Badan Narketika ra hidup lama
dan kegiatan antar intansi MNasional sebagai pena-
terkait guna mempercepat 3] 12 12 12 12 nam ganja.

www.bphn.go.id
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(i ) 2or2 ) 20180 S s
Membantu petani pena- Badan Narkotika
nam ganja dengan mata Masional
pencaharian pengganti _ _
lainnya. ' +25 % - +50 % 100 %
Melakukan pengembang-
an program di daerah . | 9 4 Badan Narkofika
Nasional

tanaman ganja illegal.

baru yang rawan terhadap

www.bphn.go.id
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e g i %?@W ﬁ%’%“ e
_Secara bertahap Melakul-tan evaluas: “se- Z Badan Narkﬂ,ﬁka
masyarakat Kam- | cara  periodk  atau Nasional
pung Permala, | insidentil terhadap
Jakarta Barat, DKl | program yang sedang 12 12 12 12
Jakarta bebas dari | berlangsung.
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkoba dan
pengembangan
program di tempat Berkurangnya
rawan kota lainnya. penyalahguna
narkoba dan
sindikat  per-
edaran gelap
narkoba  di
Kampung Per-
mata, Jakarta
Mensinergikan  program Barat, DK
dan kegiatan antar intansi ) Jakarta.
terkait guna mempercepat 12 12 12 12 = Badlan Narkotika
tercapainya hasil yang Nasional
ditetapkan.

www.bphn.go.id
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e P
EGIATA 7 _
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Melakukan pengem- .
bangan program di kola
lainnya  yang  rawan i 5 10 20 13

terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkoba.

i o

Badan MNarkotika
Masional

DIKATOR.

www.bphn.go.id
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Para pencandu narkoba | Melakukan pendataan Kemenkes ,
yang sudah cukup umur | Wajib  Lapor secara 5.000 7.500 10.000 15.000 20.000 Kemensos IM nakat
atau keluarganya dan | terpadu. orang orang arang orang orang Polri ; erlunhg e
orang ftua atau wali Badan Narkotika ﬁ"ﬂgﬁ;ii"' '
pecandu Narkotika | - Masional sy il
yang belum cukup umur | Membangun kapasitas :angdiri daﬁ
melaporkan diri institusi | insfitusi penerima wajib 128 170 210 250 290 mERetmE
penerima wajib lapor. lapor terdepan, (pene- Kemenkes
tapan Institusi  Wajb ParaWatan.
Lapor) i -
Secara bertahap para | Melakukan pendataan I Meningkatnya
penyalahguna, korban | kondisi lembaga re- 13 20 26 33 - Kemenkes jumlah pe-
penyalahgunaan, dan | habilitasi medis dan | Provinsi Provinsi Pravinsi Frovinsi Kemensos nyalahguna,
pencandu narkoba da- | rehabilitasi sosial ins- Badan MNarkotika karban penya-
pal menerima pela- | tansi pemerintah dan Nasional lahgunaan,
yanan rehabilitasi medis | komponen masyarakat. dan pecandu
dan rehabilitasi sosial. | Melakukan  pelayanan Kemenkes narkoba yang
rehabilitasi penya- 1.200 1.320 1.452 1.597 1.756 mengikuti pro-
lahguna, kerban orang orang orang orang orang Kemensos | gram  Reha-
Lembaga bilitasi.

B
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- -henya'lahguﬁaardl,“ dan

pecandu narkaba,

Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat

- Badan Narkotika
Masional

Meningkatkan pe-
nguatan lembaga reha-

bilitasi medis dan 3IP 4P 4P 4 1P 51P :
rehabilitasi sosial ter- | 250KP | 275KP | 300KP | 300KkP | 325Kp |- BadanNarkofika
utama lembaga yang Nasignal
hendak berhenti her-

operasi,

Melakukan penataan - Kemenkes
kembali lembaga reha- - Kemensos
bilitasi sesuai dengan - Badan Narkotika
status  penyalahguna, 6 12 12 12 12 Nasional

korban penyalah-
gunaan, dan pecandu
yang datang sendiri,
mengikuti program
wajib lapor, tersangkal
terdakwa, atau lerpi-
dana.
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Secara bertahap ter- | Melakukan pendataan |- Prov - Prov Kepri Kemenkes

sedianya lembaga | kembali terhadap | Sulbar | - Prov Babel Kemensos

rehabilitasi medis dan | tersedianya lembaga |- Prov - Prov Badan Narkotika

rehabilitasi sosial | rehabilitasi medis dan | Malut Gorontalo Nasional

didasrah rawan penya- | rehabilitasi sosial |- Prov

lahgunaan narkoba, terutama provinsi yang | Papua Sulteng ]
benar-benar  belum | Barat Meningkatnya
tersedia lembaga lembaga reha-
rehabilitasi, bilitasi di dae-
Melakukan pem- Kameries rah rawan
bangunan  kapasitas Kemsnsns penyalahguna
lembaga  rehabilitasi Badan Markeika an narkoba.
mods don rabIES | 0% | +10% | +10% | +10% | +qo% | Nesind
daerah yang rawan
penyalahgunaan
| narkoba.

www.bphn.go.id




R Rhes

dengan program affer
care.

Para  penyalahguna, evaluasi ~ Kemensos
korban penyalah- | program affer care - Badan Narkotika
gunaan, dan pencandu | yang selama ini sudah 6 12 12 12 12 Nasional
narkoba yang telah | ada dan mengem- Meningkatnya
lengkap menye- | bangkan program mantan  pe-
lesaikan program | after care dengan nyalahguna,
rehabilitasi secara | metode vyang telah korban penya-
berlanjut mengikuti | teruji keberhasilannya lahgunaan,
program  after care | (evidence hased), pecandu  nar-
untuk mencegah koba yang
terjadinya kekambuhan mengikuti
kembali (relapse). program after
' care,

Memberikan ~ pela- o . Remenaos

yanan mantan penya- - Badan Narkotika

lahguna, karban Masional

penyalahgunaan, dan | +10% +10 % +10 % +10% +10 %

pecandu narkoba

www.bphn.go.id
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- 16 -
|tz f s |2 :

bangunan kapasitas —— i s & Badan Narkotika
after care berbasis HIR H% i 0% i Nasional
masyarakat.
Melakukan penataan Kemenkes
slstem  manajemen Kemensos
informasi yang terpadu _ Badan Narkotika
bagi para mantan 6 i 12 12 12 Nasional
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba.

www.bphn.go.id
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i Ety Wy '3";“.’-' A=A I'-. = e T
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Terungkapnya penye-
lewengan bahan kimia
prekursor dan  penin-
dakan jaringan fer-
sangka  berdasarkan
hukum yang berlaku.

www.bphn.go.id

Meningkatkan  koor-
dinasi instansi terkait
yang bertanggung
jawab melakukan
pengawasan  bahan
kimia prekursor.

12

12

12

12

Kemenkes
BPOM
Kemendag
Kemenperin
Bea Cukai
Folri

Badan
Markotika
MNasional

Surveyor
Indonesia

Meningkatnya ha-
sl pengungkapan
penyelewengan
bahan kimia pre-
kursor.
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FEASaY : r‘ 1208 %;g[ﬂgﬂ :;Jﬁf , %}‘ﬁ@ R e
Melakukan pene
gakan hukum yang
tegas dan keras fer- Narkotika
hadap setiap ler- | 25Kasus | 25 Kasus | 50 Kasus | 50Kasus | 75 Kasus Nasional
jadinya  penyimpan-
gan bahan kimia
prekursor.
i E’;‘_‘E{a +25% | +25% | +25% | +25% | +259%
- Produksi kimia
Prekursor +10 % +10% +10 % +10 % +10%
yang diungkap
- Tersangka
yang  lerlibat
produksi kimia | +10% +10 % +10 % +10 % +10%
prekursor yang
ditangkap |
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'IY;'::'L e

Terungka n*_.ra pal:uﬂkan
qelap narkoba dan/atau
laboratorium  rumahan
dan jaringan sindikat
yang ferlibat.

Mengungklap_-ﬁ:abnkan

gelap narkoba dan

atay  Laboratorium | 25Lab 25 Lab 50 Lab 50 Lab 75 Lab Narkotika
rumahan. Nasional
Meningkatkan  koor- Folr
dinasi para penyidik Badan
dan penyelidik dalam 6 12 12 12 12 Narkotika
pengembangan jaring- Nasional
an sindikat narkoba
hingga terungkap
produsennya.
Melakukan penegakan Poln
hukum yang tegas dan .3 9 1_5 _21 27

Jaringan | Jaringan Jaringan | Jaringan | Jaringan

Meningkatnya
pengungkapan
laboratorium
rumahan atau
pabrikan gelap
narkoba dan
tersangka jaringan
sindikat.
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keras terhadap master
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R A ._r=,-w: 1."-:5
o S | INDIKATOR
' B | keras terhadap jaring- Badan
an sindikat produsen Narkotika
3. | Tersitanya seluruh aset | ppoian penye- Poli
koba yang terkalt tindak | o E0 PRV o Badan Meningkatnya nilai
pidana narkotika, zdﬂan tindak Siidaria 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Narkotika assel yang disita.
Nasional
pencucian uang sam- )
pai dengan penyitaan Kejagung
aset yang berkaitan Kemhukham
dengan findak pidana
narkotika.
4. | Terdaksananya penye- | yoningiaican  koor- Bea Cukai
lidikan dan penyidikan, dinasi, integrasi, dan \miarasi
penuntutan, dan pera- sinkronisasi antar ke Meninakatnva
dilan jaringan sindikat | o4 soneaak hukum 17.000 17.500 18.000 18.500 19.000 Polri EQ iy
narkoba bak dalam bgik t:?alarng A Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Penﬁisa'a” <5
maupun  luar  negeri uar negeri dalam Ezd}?;‘ka L:l;:;;; ﬁk:SUS
secara sinergi, | upaya melakukan Na;iur:al .
tindakan tegas dan .
Kejaksaan




HESIDEMN
21
. mind jaringan sindikat qung
yang Iberada di luar - 'iembokbism
negeri dengan me-
manfaatkan UU Pen- - Lembaga Pe-
cucian Uang menye- masyarakatan
lenggarakan peradilan
i - abstentia
5. | Terciptanya aparat pe- | Melibatkan seluruh - LSM
merintah yang bersih | komponen masya- - Tokoh
dan berwibawa. rakat, bangsa, dan Pemuda
Megara Indonesia § 12 12 12 12 - Tokoh Agama
dalam melakukan pe- - Tokeoh
ngawasan  terhadap Masyarakat Berkurangnya apa-
kinerja aparat penegak - Pengacara ral penegak hu-
hukum. - Keluarga kum yang terlibat
Tersangka/Ter | jaringan  sindikat
dakwa narkoba,
- Tersangka/Ter
dakwa
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- 72
= -;:-_'-5_1, oy ESmpE e [ T VT TN SEE T p e Y
T NE e
S0 T Tt T oni | o2 Bl oy,
Melakukan penindakan
tanpa pandang bulu
terhadap para aparat - Badan
penegak hukum dan g 12 19 19 19 Narkotika
aparat pemerintah lain- Nasional
nya yang terlibat - Kejaksaan
jaringan sindikat nar- Agung
koba melalui proses '
peradilan. - Kemhukham
6. | Terselenggaranya pe- | 4o X
il gkatkan  koor- - BeaCukai Berkurangnya per-
n?gak:an hukum yang dinasi antar aparat ma_salah_an aparat
SN penegak hukum di penegak hukum di
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i Iaﬁangah r:i'ém-i - 'Ier-

ungkapnya
sindikal  yang
besar.

jaringan
lebih

Terungkapnya jaringan
sindikat narkoba inter-
nasional.

Membangun  komu-
nikasi dengan sesama
aparat penegak hukum
dan saling tukar in-
formasi  tenlang per-
kembangan  jaringan
sindikat yang menjadi
target internasional.

2 Jaringan

Interna-
sional

3 Jaringan

Interna-
sional
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Badan
Markotika
Masional

4 Jaringan

Interna-
sional

2 Jaringan

Interma-
sional

& Jaringan

Interna-
sional

Bea Cukai
lmigrasi
Falri

Badan
Markotika
Masional

Meningkatnya ha-
sil pengungkapan

jaringan sindikat




NO

~ TUJUAN KEGIATAN

24

- TARGET

2011

012 | 2013

o

Mengevaluasi dan
mengintensitkan
kerjasama yang telah
terjalin selama ini.

12 12

12 12 - Bea Cukai

- Imigrasi

- Poiri

- Badan
Markotika
Masional

Salinan sesual dengan aslinya
oy SERRETARIAT KABINET RI
o\ ——epiti Bidang Politik, Hukum,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO






